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A Pendahuluan’

B 'Menter: Sekreians Negara i:serfungs; sebagal
pemberi dukungan staf dan pefayanan
::'f';--:--=admm|straSt sehari-hari kepada Presiden dan
_bukan sebagai- penentu kepuiusan (decrs:on
““‘maker);"Dengan-demikian respons;bmty
admnnnstrasn negara ada pada PreSiden

Apab!ia ketentuan Pasal1? Undang~
Undang Dasar 1945 dan Keppres Nomor 104
= -:Tahun 1998’ drhubungkan dengan ajaran
" kewenangan dalam Hukum Administrasi, maka
'Z'hubungan hukum antara Presiden dan para
'“-"’.'---Mentermya tersebut adalah bersifat mandat, di
““mana‘Presiden sebagai mandan’ (pemben

mandat) dan para Meniéri'sebagai

__(mandafans) I

~Kata mandat atau-mandaat berasal dari
~bahasa Latin yakni mandataum. Kemudian

- dalam bentuk kata kerja mandae-atum artinya

- melimpahkan (overdragen); mempercayakan
- ~{ioever-trouwen); memerintahkan’ (bevelen),
:--sedangkan mandat berasal dari bahasa Lafin
~yakni. mandans artinya pemberi beban
._._'_(iastg@ver) Demyk;an pula kata mandataris
_berasal dari kata mandatarius ai’tmya barang
.-slapa -memiliki suatu kuasa atau pemegang

kuasa (gevolmachligde).

_afam ahasa _elanda kata mandat

"5'-disebut mandaat yang secara. umum artinya -~ -
"-'adaiah opdrachi peﬂntah zmperat:efmandaf _
L Menurut Frederik Robert Bothimg Mandaat als =
“Ide dooreen ambtsdrager ‘namens zyn ambt of
' 3-ambfengroep, _aan een derde gegeven opdracht
““om (een. deel ‘van) de:taak van' die
~ambtengdrrager namens het ambt of de

' -'ambtengroep fe. vervuﬂen (Mandat sebaga:
‘perintah dari pemegang;abatan ‘atas’ nama

= '-pekerjaanljabaian atau kelompok kefja, yang
- diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi

: tug"as"f(seb'agian‘f'dari) _p’émegang jabatan atas

nama pekerjaan atau kelompok-Kerja).
Selanjutnya FR. Bothling menyatakan bilamana

- “mandatitu meliputi seluruh pekerjaan, “maka

disebut substitulie; substituut (penggan’u) di

. bawah pemegang. jabatan boleh -mewakili
. -se_'l_ur__uh_ pekerjaan. Dengan demikian pada
- mandat.yang teijadi adalah wewenang tidak
- diserahkan. ‘Artinya, pemegang mandat atau

pemegang jabatan tetap berwenang uniuk

- bertindak sendiri atas namanya. Hal demikian
-berbeda ﬁ_engan delegasi di mana pada
delegasi;. pekerjaan yang didelegasikan

diserahkan sebagian atau seluruh wewenang
kepada penerima delegasi (delegataris) untuk

bertindak atau melaksanakan pekerjaan

tersebut atas namanya sendiri. Dengan
demikian, pada delegasi diseriai dengan
penyerahan wewenang.

T Joke Sriwidodo, Kandidat Doktor pada Fakulias Hukum Universitas Jayabaya, Jakartz tahun 2012




Pmr%anggi_,g@;aw@ban mandaf hersumber

Menurut  hukum adminisirasi negara,

dari persoalan “wewenang. “ Artinya karena
wewenang fetap berada pads mandans
sedangkan mandataris hanya dilimpahi
wewenang berfindak uniuk dan atas nama
mandans, maka peﬁanggungjawaban yuridis
teiap S i

sebagai pelaksana belaka darl mandan.

Apabila . mandatans . mengambil: ‘suatu

keputusan maka keputusan itu berlaku sebagai
keputusan dan mana‘arrsa mesk;pun keputusan
itu ditanda- tangam oleh mandataris, kecuali hal
tersebut jelas-jelas dilarang atau ditentukan lain
oieh peraturan perundang-undangan atau
_bertentangan dengan s:fat wewenangnya

o Meskipun. Hukum admmlstraSI Kita-belum
" _.--mem_l.i=¥.<I._--.K!tab.--.Un.dan.g -Undang . Hukum
.. - Administrasi Negara (KUHAN); namun sebagai
. pelengkap.ada baiknya dikutipkan pengertian
- - mandat menurut Kitab Undang-Undang Hukum
- Administrasi- Belanda . (Algemene Wet
- -hestuursrecht/Awb) yang merumuskan
-~ -pengertian mandat sebagai kewenangan yang
.. diberikan oleh suatu organ pemeriniah kepada
... orang Jlain uniuk atas namanya mengambil

.- keputusan (hef door een-bestuursorgaan aan

. -een.ander verienen van de bevoegdheid in zijn
- naam besluiten te nemen). _

' Penyalahganaan Wewenang dan Qasposasz

_ ;:Presnden

 Menurut hukum administrasi pengertian
“kewenangan” ‘(authority, gezag) adaiah
kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap
segolongan orang ‘tertentu maupun eérhadap
suatu bidang pemerintahan tertentu yang
“berasal dari kekuasaan legislatif atau dari
- kekuasaan pemeriniah, sedangkan pengertian
“wewenang” {competence, bevoegdheid)
hanyalah mengenai suatu onderdil terteniu atau
bidang terteniu saja. Dengan demikian,
‘wewenang adalah’ kemampuan uniuk
melakukan suaty tindakan hukum publik, atau
secara yiridis wewenang adalah kemampuan
bertindak vang diberikan oleh undang-undang
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.

__mandan dan.mandataris hanya -

setiap pemberian wewenang kepada suatu
badan atau kepada seorang pejabat
administrasi negara selalu disertai dengan
“‘tujuan dan maksud” diberikannya wewenang
iu, sehlngga penerapan wewenang itu harus

. -_f: ~sesuai dengan tujuan dan maksud dtbenkannya
;_ wewenang itu. Kemudian, apabila penggunaan
.- wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuaﬂ

dan maksud” pemberian semula wewenang itu,

‘maka disebut “penyalahgunaan wewenang’if .

detournament de provoir.

Bahwa pada 10 Februari 1999 diputuskan
oleh Presiden untuk mengeluarkan dana dari
dana non, budgeter BULOG .dan-bersamaan

. ..dengan itu kepada Ir. Akbar Tandjung selaku
o Mensesneg diberikan pu!a suatu wewenang
) Oleh Presiden untuk menyaiurkan sembako dan
L berkoordsna& dengan Harjono Suyono (Menko
‘Kesra dan Taskin) serta Rahardi Ramelan
(Mempenndag/Kabulog)

-Bahwa terhadap penggunaan wewenang

‘tersebut judex factie dalam pertimbangan
“hukumnya ternyata satu; sama-lain-tidak

konsisten. Majelis Hakim Pengadilan MNegeri
Jakaria Pusat telah menafsirkan, perbuatan
menyalahgunakan wewenang sama dengan

‘melanggar asas ketidak-cermatan. Te_r%jiadap
penafsiran Majelis Hakim Pengadilan. Negeri

Jakaria Pusat ini, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jakaria sependapat, meskipun dengan
menggunakan istilah lain yakni “asas
kepatutan”

Bahwa sesungguhnya pengertian asas
larangan menyalahgunakan wewenang
(defournarnent de pouvior) berbeda dengan
pengertian asas ketidakcermatan, ‘Asas
kecermatan atau kehati-hatian adalah
merupakan salah satu dari asas-asas umum
penyelenggaraan pemerinighan yang layak
(algemene beginselen van berhooriijk},
meskipun keduanya dapat diterapkan secara
bersama-sama, sedangkan asas “kepatuian”
yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadiian
Tinggi Jakarta adalah terjemahan dari
berhoorlijk yang dalam bahasa Indonesia




d |ter;emai:)k 0.4 balig,

----:;:;_peﬁye;e'nggaraan pemenntahan yang layak -

5'.-:1"3:batk (algemene ‘beginselen:van- berhoorlyk
'bestuur) sebagalmana halnya asas iarangan

ik adalam memahamu pengeman 'menyaiahguna»— '
' kan wewenang (detounament ‘de- pouvair)
- dengan menyamakannya“dengan pengertian
" perbuatan sewenang-wenang (a bus de droit/

: -'-:';;ﬁwellekeur) Padahal dalam hukum administrasi S L
'---adaiah sangat kehru karena pelaksanaan

" pembagian sembako’ yang ‘dilakukan oleh Ir.
< Akbar: Tandjung’ dengan ‘menunjuk - Dadang
«zSukandar sebagai pelaksananya:-adalah tetap
. .berada. pada -tujuannya :seperti. yang
. diperintahkan oleh.Presiden. Dengan demikian
.-.penunjukan Dadang Sukandar tersebut
bukaniah dengan tujuan yang lain dari yang

negara” kedua ‘asas’ tersebut =memiliki

~::perbedaan pengertian-dan makna'yang'sangat

*signifikan. ‘Pengertian ‘perbuatan’ sewenang-
“Wenang adalah ‘jika saja ‘suatu tindakan
© dilakukan'sesuai dengan ketéfituan peraturan
' perundang-undangan'yang berlaku, maka
tindakan Etu?'-'tidak‘"'s"é'mpai'=-p'a'da;-tindakan

o sewenang—wenang

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

+(KBBIlypengertian penyalahgunaan wewenang

“juga berbeda dengan-pengertian’ perbuatan
sewenang-wenang. Penyalahgunaan' wewe-
...nang .adalah perbuatan penyalahgunaan hak

- dan. kekuasaaﬂ -uniuk . bertindak . .atau
i menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat
= Keputusan, :s_e_da{agkan__pengeman_pe_r_buatan

... Sewenang-wenang adalah melakukan.sesuatu

...dengan tidak mengindahkan hak orang lain,
.. atau melakukan sesuatu dengan tidak

w mengindahkan hak orang lain, atau melakukan

_sesuatu dengan semau-maunya atau dengan
. kuasanya sendiri. _ o
“ Demikian'juga Majelis Hakim Pangadilan
- Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan
- penafsiran terhadap pengeriian asas larangan
penyalahgunaan wewenang tersebut, sebagal
tidak menerapkan jiwa dan makna Keppres
" Nomor 16 tahun 1994 tentang pengelolaan
keuangan hegara, tanpa menunjuk Pasal mana
dari Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tersebui
- yang dilanggar. Padahal menurut Pasal 21 ayat

menyalahgunakan wewenang atau asas . :Penga
¥ ORI 1 antara re_kanan goiongan ekonomslemahtanpa
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d:!_akukan ielalui; ‘a. pelelangan umum, b.

- engadaan barang adalah :pelaksanaan
ngadaan barangljasa yang dilakukan di

dimaksud oleh Presiden dalam memberikan

=~wewenang itukepada Ir. Akbar Tandjung.

Majeits Hak;m Pengadllan Tnggt Juga telah

- keliru' memasukkan terjadinya kegagalan
~pembagian sembako tersebut, Karena
~ketiadaan kontrol-dari Ir. Akbar Tandjung dari
- ketiadaan. kontrol itu dimasukkan sebagai
~..anasir dari penyalahgunaan wewenang.
_.Seharusnya: sejak .10 . Mei 1999 tugas
_melakukan kontrol itu telah beralih kepada
_pejabat Mensesneg yang baru dan tidaklah
 tepat apabila masih dibebankan pertanggung
' jawabannya kepada Ir. AkbarTandJung Hal ini

sesuai dengan teori/fpendapat Frederik Robert

- Bothlingk dalam bukunya Het Leerstruk Del’

Vertegenwoordiging, En Zijn Toepassing op
Ambstdragers in Nederfand en in Indonesie,
1954, (Ajaran ‘tentang Perwakilan dan
Penerapannya Kepada para Pemegang
Jabatan di Belanda dan di Indonesia,
Wm.34-35). Menurut FR. Bothlingk, Onder
“oregaan” verstaal men: leder per soon og
colleg, met enig openbar gezag hekleed, of;
ieder persoon die bevoegd is de overheid door
rechishandelingen te verbinden, of ieis
dargeijks (Di bawah badan kita maksudkan;

pemaithanlangsungdan .
s pengadaan Iangsung‘-'Se{an}uthya pada ayat
" (5):disebutkan: .yang dimaksud- “dengan




. setiap.orang.atau. badan-yvang:memiliki

-.merekayang difunjuk untuk menjalankan fungsi...

kekuasaan terbukalumum atau; setlap orang
_.-_;;,;_-;_'__yang berkuasa untuk- menghubungkan
kekuasaan meiaiu: tindakan:hukum, atau mirip
--;:Q-:;;dengan itu).-Selanjutnya menurut’ FR.
:~-Bothlimgk istilah “orang” dalam komblnasmya
B fidengan “badan memmbuikan?konsekuenss

”karena Jabatan sebagaz persoon;_;(lnd:wdu)
mesklpun dalam pengert:an ini disebutkan
_ __'_'_f_'bag:i 1 s_ebagar setiap orang’. Demikaan Jjuga
S b: ':_an:tidak sinonim.dari ! pejabat karena itu
a baru. dapat dlsebut “pejabat” apabria
; _bert;ndaksebagal badan: Selanjutnya menurut
..:Bothlingk, karena dalam kenyataannya pejabat
yang mewakili pemerintah itu selalu‘berganti-
i ganti, maka di‘antara pejabat dan negara itu
‘perlu dimasukkan ‘suaty pengért‘;an yaitu
“ ““padan”. Kemudlan badan mziah yang mewaklh
__":_f":pemermtah &

Meskipun 1abatan pemenntahan ltu dl!“ka’{l

_ _dengan hak dan kewajiban atau diberikan
| ;'_wewenang untuk melakukan tlndakan hukum,
~namun jabatan itu tidak dapat beriindak sendiri.
. Jabatan dapat melakukan-perbuatan hukum
r-apabila dilakukan ‘melalui:sperwakilan
{vertegenwoordiging), - yaitu = pejabat
- (ambtsdrager) yang bertindak atas' nama
" :_Jabatan itu. Selan;utnya menurut Ultrecht
) ) karena ;abatan itu diwakili ‘oleh pe;abat maka
;abatan_ itu berjalan. Yang menjalankan hak dan
“kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah
pejabat, sehingga jabatan bertindak dengan
perantaraan pejabatnya. P: Nicolai menyatakan
£en bevoegdheid die aan een bestuursorgaan
is toegekend, moet door mensen (reele
personen) worden uitgeoefend. De handen en
voeten van het bestuursorgaan ziin de handen
en voeien van degene (n) die is/ zijn
aangewszen om de functie van orgaan uit te
oefenen; de ambtsdrager (Kewenangan yang
diberikan kepada organ pemerintah harus
dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran
organ pemeriniah adalah itenaga dan pikiran

“:corgan tersebut,-yaitu para. pejabat. Dengan
-... demikian, berdasarkan. ketentuan hukum
-+ -pejabat hanya menjalankan tugas- dan. tidak
.- memiliki.wewenang. karena yang memmkf
e -wewenang adalah jabatan. s

“Pendapat yang sama dikemukakan ‘oleh
F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek dengan

_membenkan ilustrasi-perbuatan. hukum yang

- dilakukan: antara Jabatan dan pejabat “De
.::_overhefdsbevoegdheden {rechienen plfchfen )
~zljn.verbonden-aan het-ambt. Indien by
._yo,orb_eeld esn burgemee_sz‘er een bepaalde
..-beschikking afgeeft, wordf.reciztens die
- -natulifke persoon die op dat moment daf ambt
.bekleedt, . de. mnbisdrager (Kewenangan
:pemerintahan. (hak-hak dan kewajiban) itu
- melekat-pada. jabatan. Jika sebagai contoh
.- Bupati/Walikota mengeluarkan keputusan
Aertentu; maka berdasarkan hukum keputusan

- itu diberikan oleh. jabatan Bupati/Walikota dan
bukan oleh: orang .yang pada saat itu

diberijabatan Bupati/Walikota.

Memang antara jabatan 'dan pejabat
memiliki hubungan yang erat, namun di antara
Keduanya sebenarnya memiliki kedudukan
hukum yang berbeda.atau terpisah dan diatur
dengan hukum yang berbeda pula.

" Pendapat tersebut di atas juga sejalan

‘dengan penddpat H.A. Logemann dalam
bukunya Over de theorie van een stelling
_staatrecht atau Tentang Teori Suatu Hukum

Tata Negara, menyatakan jabatan merupakan
bagian dari fungsi atau aktivitas pemeriniahan
yang bersifat tetap, kekal atau (konfinue) vang
dapat disandang oleh sesecrang atau pejabat
dengan silih berganti. Artinya jabatan atau
fungsi itu bersifat tetap sedangkan orangnya
{fungsionarisnyo} dapat berganti-ganti. Dengan
demikian, setelah bergantinya Ir. Akbar
Tandjung sebagai pejabat Mensesneg maka
seharusnya pejabat Mensesnag yang barulah
yang melanjutkan wewenang dan tugas Ir.
Akbar Tandjung sebagai pejabat Mensesneg.
Dengan demikian yudex factie telah keliru
dalam menafsirkan perbuatan menyalah-
gunakan wewenang identik dengan tidak




Daiam c;iqum npmpnnia;ga@ dl Indnnmci::a

; Q,wejaksaoakan kontm,it@zsebujmamm,gban—

§3d|nyatakan tidak - !agl ’_iberweﬁang
5(onb:voegdheld) apabiia wewenang yang
"5-=-=d1ber|kan kepada pejabat:tersebut’oleh

£ _..__raturan perundang- undangan telah berakhlr

..(onbevoeghe:d ratione fempon) Dengan
-.demikian. jelaslah bahwa judex factie telah
~=-keliru; tidak cermat dan tidak mendasarkan
.,:.pada teera teor: hukum adm:mstrasa negara.

2 -D’aiam a}aran ‘hukum, negara adalah
"'3?'1-orgamsasz jabatan (ambtenorgamsahe)

"#Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup
Y "peker;aan sendar: yang dibentuk untuk ‘wakiu

“lama dan kepadanya'diberikan tugas dan
" wewenang.® Dalam melaksanakan tigas dan
' kewenangannya ‘jabatanini dljalankan melalui

~wakil (vertegenwoordiger); yakni ‘pejabat

"-(ambtsdr_ager). Jabatan :tu bersifat tetap,
' ‘'sementara pemegangjabatan ‘dapat berganti-
ganti. Tugas dan kewenangan itu dilekatkan

.= padajabatan, bukan pada pejabat. Oleh karena

~oituy-tugas. dan -kewenangan itu-tetap -ada
- sepanjang-jabatan yang bersangkutan: masih
.-ada, meskipun pejabainya sudah berganti. Di
“mana jabatan yang ada dalam suatu negara
---adalah jabatan pemerintahan, yang-dilekati
~-iugas dan kewenangan untuk menjaiankan
Arusan pemeﬂntahan R

s Pr@s;den adafah 3abatan yang dliekat; tugas dan'___ j'___j .
-ikewenangan untuk menjalankan urusan
.-:f.-:.i’pemertntahan di sampmg urusan: ko&enegaraem.‘*L :
Dalamy Pasai 4 ayai: (1) uuBp 1945 disebutkan;
“Presiden’ Repubhk Indonesia ‘memegang
o kekuasaan pemeﬂntahan menurut Undangu.'_

__'__:'_dalam 'suatu' negara hukum 5 pemenntah_ '
__hanya dapat melakukan perbuaian hukum jika
da mem_xhk: kew nangan Secara sederhana

o (gebonden bevoegb‘hefd) dan kewenangan
: bebas(veryebevogdheld) Kewenaﬂgan terikat
y bersumber dan undang undang atau peraturan
_ :perundang undangan yang beriaku yang
.. diperoleh .baik secara. atribusi maupun
_delegasi,® Sedangkan kewenangan bebas
/ _'bersumber pada freies . Ennessen atau
"_beoordeimgsvruhe:d yang melekat pada
; pemermtah selaku admznsstrasa _negara dalam
... negara hukum. modern Freies Emlessen

'_.adalah suatu kebebasan yang d;berlkan

kepada alat admm:stram yaitu kebebasan yang

: pada asasnya memperkenankan alat admmzs~
_’EE’&S! ‘negara. mengutamakan keefekiifan
 tercapainya suatu tujuan (=doelmatigheid)

daripada berpegang teguh kepada ketentuan

Hhukum,” atau. sebagal salah satu sarana yang

memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau
badan-badan adminisirasi negara untuk
mélakukan tindakan tanpa harus terikat
sepenuhnya pada undang-undang.® Freies

 Ermessen merupakan kebebasan yang

Legemann Over de Theorie van een Steilzg Staatsrecht, Saksama, Jakaria, 1954, hal. 88 .

N.E. Algra en H.C.J.G Janssen, Rechisingang, een Orieniatie in hat Rechi, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974 hat. 775

‘tugas dan kewenangan Presiden di bidang pemermtahan dan kenegaraan ini ierkait dengan kedudukan Presiden di Indonesia, yakni di
- samping sebagal Kepala Pemeriniahan, juga sebagal Kepala Negara,

Dalam Pasal 1 ayal {3) disebutkan bahwa; “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

atribusi (attriburie} adalah pemberian wewenang pemeriniahan cleh pambust undang-undang kepada organ pemeriniahan, sedangkan
defegasi (delegatie) adalah pelimpahan wewsnang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemariniahan jainnya. H. D
. van WiﬂdWIllem Koniinenbell, Houfdsnllcken van Admiliis/mief Rechr. Vuga. s'Gravenhage. 1995, him. 128, bandingkan dengan 8. de
Goede. Beeld van het. Yederiands Bestiursrecht, Vuga Uitgeverii, ‘s-Gravenhage, 1988, him. 56

M. Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, Raiawali, Jakaria, 1988, him. 15

Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanazn Rencana Pembangunan di Daerah
seria Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1986, him. 205




diberikan kepada-taia usaha:negara dalam .

- ~rangka:penyelenggaraan pemerintahan,

- :sejalan: dengan meningkatnya tuntutan
gE .__.pe!ayanan-z__pubti_i;,<y'angg. harus diberikan:tata
wuusaharnegara terhadap kehidupan. sosial
- rekonomi para warga yang. Kian komplek:®

- “Ketika B. Hablbie dilantik’ sebagaa
‘"'Pres‘.lden ia dthadapkaﬂ pada s;tuass darurat
' ""’:atau kondls; Kritis yang luar biasa. Kondisi politik
|a'n daﬂ muncuinya

iy sebeiumnya 10 Untuk mengatam s:tuasz darurat

" “atau kondisi kritis tersebut, secara teoretik,

" Presiden “memiliki alasan 'kuat untuk

”’*f'menggunakan keweﬂangan bebas (Fretes
r_—rmessen) tanpa i‘zarus ‘terikat sepeﬂuhnya
' pada peraturan perundang- undangan. Dengan
~* bersandar pada Frefes Ermessen, Presiden BJ.

" "Habibie “selaku admmlstrasa negara
" menggunakan kebebasan melakukan penilaian
" “(beoordelingsvrijheid) atau kebebasan
- melakukan interpretasi (mi‘erprefaf;emarge)
“terhadap situasi kritis untuk kemudian
“mengeluarkan kebijakar guna mengakh:n
" situasi tersebut, yakni dalam bentuk pembagian
i ‘sembako dengan menggunakan dana non bud-
~ geter Bulog Untuk melaksanakan pembagian
'sembako ini Pres:den memerlntahkan kepada
Mensesneg guna mengkoord:nas:kan
' 'pe!aksanaan pembaglan sembako. Dengan
 “demikian, ‘apa yang ‘dilaksanakan oleh
”'Mensesneg adalah kewenangan bebas
~ Presiden.

Memiliki alasan kuat uniuk menggunakan
kewenangan bebas (frefes ermessen), tanpa
harus terikat sepenuhnya pada peraturan
perundang-undangan. Dengan bersandar pada
freiss Ermessen, Presiden BJ. Habibie selaku
adminisirasi negara menggunakan kebebasan
meiakukan penilaian (beoordefingsvrijheid)
atau kebebasan melakukan interpretasi

sfinterpretatiemargelterhadap situasikiitis untuk......
«wkemudian:mengeluarkan kebijakan guna

mengakhiri situasi tersebut, yakni dalam bantuk

_ _,_pembag;an sembako dengan menggunakan
. dananén budgeier Bulog Uniuk meiaksanakan
- :_'pembag:an sembako ini Presiden memerin-
._tahkan kepada Mensesneg guna. mengkoor-

p _d;nasnkan peiaksanaan pembaguan sembako
B Dengan demfkuan apa yang d;laksanakan oleh
N ;Mens_ 'sneg adalah kewenangan bebas
. . Presiden.

Mandat ltu té.i’jladi. k;etik-a.;-___cs"f'ga'n

' --:-pemermtahan mengizinkan kewenangannya
-dijalankan oleh: organ-lain atas namanya.
-.Dengan kata lain, secara agak rinci, d:sebuakan

- ..sebagai berikut: PR TR

*Dalam mandat tidak dibicarakan mengenai

~“penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan

wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi
perubahan wewenang apapun (setidak -
tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada
hanyalah hubungan internal, sebagai c_o___ntoh
Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai

-kewenangan dan melimpahkan kepada

pegawai untuk megambil keputusan tertentu
atas nama Menteri, sementara secara yuridis
wewenang dan fanggungjawab ietap berada
pada organ kemenierian. Pegawai memuius-
kan secara fakiual, sedangkan Menteri
(memutuskan) secara yuridis.

Hubungan mandat ini dicirikan oleh;
pertama, perintah uniuk melaksanakan tugas
dan kewenangan tertentu dari atasan oleh
bawahan; kedua, kewenangan yang dijalankan
oleh bawahan itu dapat sewakiu-wakiu
dilaksanakan oleh pemberi mandat {mandans
atau atasan); ketiga, tidak terjadi peralihan
tanggungjawab; keempat, pelaksanaan
kewenangan lidak harus berdasarkan undang-
undang; kelfima, perintah pelaksanaan
kewenangan itu dapat tertulis dan dapat puia
secara lisan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut

¥ lLaica Marzuki, Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada
Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Adminisirasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31
Agustus 199§, him, 7

W Kelerangan mantan Presiden BJ. Habibie yang disampaikan dalam sural resmi kepada Jaksa Agung. Surat ini dibuat dan ditandatangani
aleh BJ. Habibi® di Hamburg, Jerman, 8 November 2001,




tampak bahwa mandat merupakan suatu. =

+.pada penerima delegasi (delegalaris). Dalam

bentuk pemencaran penyelenggaraan
wewenang administrasi negara dari atasan

kepada bawahan. Bawahansebagai pelaksana
bertindak untuk dan atas nama atasan. (pemban T i

mandai) Dan pembeﬂ mandat tetap

memegang segala wewenang “dan tanggung

yang dimaksud dan dlkehendaki Presiden,
“'maka hanya Presiden yang berwenang
menegur, mengingatkan, atau bahkan
mengganti Mensesneg. E -

Salah satu prinsip dalam negara:hukum -

adalah pertanggungjawaban subyek hukum
dari semua perbuatan hukum vyang
dilakukannya. Dalam konsep hukum publik
dikenal ungkapan,; “geen bevoegdheid zonder
verantwoordelijkheid atau there is no authority
without responsibility”. AD. Belinfante
menyebutkan, “Tidak seorangpun dapat
melaksanakan kewenangan tanpa memikul
kewajiban fanggungiawab aiau tanpa ada
pelaksanaan pengawasan.

Di atas telah disebutkan tentang cara-cara
pemberian dan pelimpahan kewenangan, yang
dari situ akan diketahui siapa yang harus
memikul peritanggungjawaban. Kewenangan
yang diperoleh secara atribusi akan meletakan
tanggung jawab intern dan ekstern sepenuhnya
berada pada penerima wawenang {afributaris),
semeniara yang diperoleh secara delegasi
maka ianggung jawab vuridis tidak lagi berada
pada pamberi delagasi (delegans) tetapi beralih

._Berdasarkan konsep mandat. ini tampak;::_-»-:--
- -bahwa Mensesneg adalah pihak yang hanya - -
- 'menja[ankan perlniah Pre3|den ‘bukans o
- pemegang kewenangaﬁ Mensesneg: seiaku____j _
bawahan PreSiden harus men;alankan perintah
yang ‘diberikan cleh Presiden. Mensesrieg tidak:
“dapat menylmpang:_permtah Presiden, apalagi =
menolak. Jika Mensesneg dalam menjalankan
perintah Presiden tidak sesuai dengan apa. . .

e :_-_;awab atas pelaksanaan wewenang tersebut
.___hukum antara Pre_s;den dengan menten»;_.._

' ‘adalah Presiden,
' '-'3-’-:kewenangan Dengan demikian, ‘dalamkasus
. 'Buloggate” Mensesneg bukanlah pihak yang

harus. memikul pertanggungjawaban hukum

C.

- ~terhadap. .

hal pelaksanaan kewenangan yang didasarkan
pada hubungan mandat, beban tanggungjawab '

- telap berada: ;Jada pemberi mandat, karena.

pada hubungan -mandat:ini_hakikatnya tidak
teqadl peralihan atau pehmpahan wewenang_

‘namun sebatas pelaksanaan ‘perintah dari

mandans. Dalam sistem presidensialhubungan: .

'eléku

.penyelenggaraan. .. urusan

'pemenntahan karena ia hanyalah pihak yang -

menjalankan’ persntah bukan pemegang
kewenangan. Mensesneg hanya bertanggung:
jawab secara internal terhadap ‘Presiden,

dengan demikian apa yang telah dijalankan
oleh Menteri Sekretaris Negara tidak dapat
dipidanakan, sebab beliau hanya menjalankan
tugas pemerintah uniuk kepenteingan rakyat.

Penutup

Berdasarkan ilmu Hukum Administrasi,
hubungan hukum antara Presiden dengan para
menteri dalam sistem presidensial seperii yang
dianut Indonesia adalah hubungan mandat.
Dalam hubungan mandat, menieri c/qg
Mensesneg adalah mandataris Presiden.
Mensesneqg hanyalah pihak yang menjalankan
perintah dan kewenangan Presiden, sementara
tanggungjawab hukum tetap berada pada
Presiden. Dengan demikian, menempaikan
Mensesneg {mandatans) selaku pihak yang
harus memikul pertanggungjawaban hukum
adalah iidak sesuai dengan kaidah Hukum
Administrasi. Di samping itu juga tidak sesuai
dengan prinsip “conceniration of power and
responsibility upon the President” yang dianut
dalam sistem presidensial,

pemegang N
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